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Barat Tahun 2020 Nomor 111).  

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 36). 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 

Nomor 55003). 

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur (Berita 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 21 Seri E). 

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 116 Tahun 

2020 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah serta Penyelesaian 
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Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2020 

(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2020 

Nomor 71050). 

Peraturan Bupati Brebes Nomor 61 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembayaran 

atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes 

(Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 61). 

Peraturan Bupati Seluma Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Seluma Tahun 2019 Nomor 46). 

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Sisa 

Pekerjaan dan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Berkenaan serta 

Pembayaran yang Dibebankan pada Tahun Anggaran Berikutnya (Berita 

Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 87). 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana 

Nasional. 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing 

Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam 

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 

tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 1191). 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014 

tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang 

Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472). 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka 

Penyelesaian Pekerjaan yang tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir 

Tahun Anggaran (BN Tahun 2015 No. 1957). 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan 

Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 775). 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2020 tentang Perubahan atas 

PMK No. 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh 

Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

820). 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2020 

tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan pada 

Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang Tidak Terselesaikan 

Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akan Dilanjutkan pada 

Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 

1610). 
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Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK. 02/2020 

tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1561). 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK/02/2021 

tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1429) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1781). 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona 

Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.  

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 326). 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483). 

Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 

tentang Protokol Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.  

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir 

Tahun Anggaran 2020. 

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2021 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir 

Tahun Anggaran 2021. 
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui 

Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762). 

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa 

Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 593). 

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Yang 

Terdampak Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau 

Daerah Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease-2019 (Covid-19). 

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 

119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan 

Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. 

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 119/3039/Sj Nomor 11 Tahun 
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2020 tentang Tindaklanjut atas Kontrak Pengadaan Barang/Jasa terhadap 

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Sebagai 

Dampak Keadaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai Bencana 

Nasional Corona Virus Disease-2019 (Covid-19). 

Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-302/MK.02/2020 perihal 

Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Tahun 

Anggaran 2020. 

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 

26/SE/M/2020 tentang Penyesuaian Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang 

Terdampak Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran pada Tahun 

Anggaran 2020 Akibat Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 

16/SE/M/2021 tentang Penyesuaian Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi yang 

Terdampak Refocussing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga 

Tahun Anggaran 2021 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak, Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Tahun 2013. 
Lampiran Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND- /PB/2020 

Tanggal : Agustus 2020 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perubahan 

Kontrak Tahun Tunggal Menjadi Kontrak Tahun Jamak. 

 

Wawancara 

Rahmawan Kurniadi, diwawancarai oleh Penulis, 10 Desember 2021, Zoom 

Meeting. 

Amri Aulia Nugraha, diwawancarai oleh Penulis, 27 Desember 2021, Kantor 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon. 
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